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BISMILLAIIIRRAIIIANIRRAIIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEITGASIII L.IIGI IIIAIIA PEITYAYANG
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Menimbang : a.

b .

2.

3 .

Mengingat  :  l .

BUPATI GAYO LUES,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat {1) Peraruran Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2O15 tentang Perubahal Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dar Belanja Negara,
Bupati Kabupaten Gayo Lues menetapk,rn rincian Dana
Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga mana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Riraturan Bupati
Kabuaten Cayo Lues tentang Tata cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggarar 2016:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomol 17 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomo. 4179);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2OfI tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (I€,nbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(L€mbaran Negara Republik Indonesia TahLn 2014 Nomor 7
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahur, 2014 tentarg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana diubah dcngan Peratural
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Irmbarart Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
l,emba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2(114 tentang Dana
Desa Yarg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimara diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88)

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2O1i tentang Rincian
Anggarar Pendapatan dal Belalja Negara Tahun Anggaran
2016 (t€mba-ran Negara Republik lndon< sia Tahun 2015
Nomor 288);

7. Peraturan Minteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dal Evaluasi Dana Desa (Bedta
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Noroor 684)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tl3 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
lndonesia Tahirn 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20 15 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2971;

10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Ta.bun 2Ol2 te'rtalrg
Pemerintahan Kampung (kmbaran Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2012 Nomor 48):

11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dafr Belanja Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2015 Nomor 77):

MEUUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LI,ES TEI{TANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAIT PEITETAPA,IT RIITCIAIT DANA I(AUPI'NG
SETIAP KA}IPUITG DI I(AAI'PATEN GAYO LUEA TAIIT'II
Alrc,GARAt{ 2016.

BAB I

X.ETEITTUA.II I'[UM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud der'gart:

l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabuDaten Gavo
Lues;

2. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung,
adala}l kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingal masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ratau
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hak tradisional yang diakui dan dihorma ti dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inconesia;

5. Dana Kanpung adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yarlg diperuntukkan bagi
Kampung yalg ditrarsfer melalui Anggatan Pendapatan darr
Belalja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan rligunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksalraal
pembarlgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pernberdayaan masyarakat;

Pemerintah Kampung adalah Pengulu atriu yang disebut
dengal nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kampur,g;

Jumlah Kampung adalal jumlah kampung yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang
selanjutnya disingkat APBKp, adalah relcana keuangan
tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENDAITAAIT, PERHITI'ITGA.II, PEI|YALI'RAI{

DAII PENGGI'NAAI{

6.

7.

8.

q>

Bagia! Kesatu

PENDATTAAI{

Pasd 2

Peraturan Bupati Gayo Lues ini menetapkan Rincial DaIa
Kampung untuk setiap Karnpung di Kabupaten Tatrun
Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalarr l"ampiran I yang
merupakal bagian yang tidat terpisahkal daii Peraturan
Bupati Gayo Lues ini;

Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap KampLng di Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 sebaga,mana dimaksud
dalam Pasal 2, dialokasi secara merata dan berkeadilan
berdasarkal :

a. Alokasi dasar; dan

b. Alokasi formula yang dihitulg dengar memperhatikar
junlah penduduk, algka kemiskinan, hras wilayai dan
indeks kesulital geogralls desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per kampung sebagaimana limaksud dalam
pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkal atokasi dasar per
kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana teial ditetapkan
dalam lampiral Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dal Belalja Negara Tahun Anggaran 2016. 
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Paaal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
a.rrgka kemiskinal, luas wilayah, sebagaimar: dimaksud pada
pasal 3 huruf b yang bersumber dari k( mentenan yarg
berwenang dan/atau lembaga yalg menyelenlgarakal urusan
pemerintahan di bidang statistic.

Bagia! Kedua

PERHITUNGAI{

Pasal 6

Penghitungal alokasi formula setiap
dimaksud pada pasal 5 dilakukan
formula sebagai berikut:

w=ft0,25x21) + (0,35 xZ2J+ (O, IO x23)  + {1,30 xz4) lx lDD
Kab/ Kota AD Kabupaten/Kota)

Keterangan:

w = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkai jumlah
penduduk, algka kemiskinan, luas wilayr&1, dan tingkat
kesulitar geografis Desa setiap Kabupaten/Kola

ZI = rasio jumlah penduduk setiap des. terhadap total
penduduk Desa Nasional

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total
penduduk rniskin Desa Nasional

23 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa ter hadap total luas
wilayah Desa Nasional

= rasio IKG Kabupaten/Kota terhadap total IKG
Kabupaten/Kota yang memiliki Desa

DD kab/kota = pagu Dana desa Kabupaten/K(,ta

AD kab/kota = besaral AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah
Desa dalam kabupaten/kota.

Paaal 7

Indeks kesulital goegrafis Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf b disusun dan ditetapk rn oleh Bupati
berdasarkal data dari Kementerian yang benvenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pem.rintah di bidarg
statistic.

BagiaD Ketiga

PENYALURAIT

Pasd 8

(1)Penyaluran Dana Kanpung
pemindahanbukuan dari Reken ing
Rekening Kas Umum Kampung.

Kampa ng sebagaimana
denga 1 menggunakan

dilalrukan melalui
Kas Umum Daerah ke
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{2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Urrum Daerah ke I
Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Kampr,ng diterima di
Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Kalnpung dilakukan secara bertahap :

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh
perseratus) ;

b. Tahap lI pada bulan Agustus sebesar 4oolo (empat puluh
perseratus) ;

c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh
perseratus) ;

(4) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah
Pengulu menyampaikan:

a, Qanun Kampung mengenai APB Kampung kepada
Bupati.

b. l,aporan realisasi pengguna Dana Kampung tahun
angg.rran sebelumnya-

c. Pengulu menyampaikal Qanun Kampung dan l,aporan
rea-lisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan
huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua
bulan Maret.

(5) Penyaluran Dana Kampung Tahap II ddakukan setelah
Pengulu menyampaikan:

a. l,aporan realisasi penggr.rnaan Dana Kampung tahap I
kepada Bupati.

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung ta-hap I
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukarr
paling kurang Dara Karnpung tahap I telah digunakan
sebesar soyo (lima puluh perseratus).

c. Pengulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Karnpung tahap I sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada Bupati paling lanbat minggu kedua
bulan Juli.

(6) Penyaluran Dana Kampung Tahap III dilakukan setelal:
Pengulu menyampaikan;

a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah
Pengulu menyampaikan laporal realisasi penggunaan
Dana Kampung tahap I dan talap II kepada Bupati.

b. Laporan realisasi penggunaan Dana llampung tahap I
dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a,
menunjukal paling kurang Da-na Karnpung tahap I dan
tahap Il telah digunakan sebesar S0yo (lima puluh
perseratus) .

c. Pengulu menyampaikan laporal realisasi penggunaan
Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat
minggu kedua bulan September.

(7) Rician Dana Kampung yarlg diterima Kampung setiap tahun
dianggarankan dalam APB Kampung. 
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BagiaD Keempat

PENGGUNAAT{

Paad 9

Dana Kampung diprioritaskan untuk membial'ai pembalgrrnal
dan pemberdayaal masya-rakat yang meliputi

(1) Pemenuhan Kebutuhar Dasar

a. Pengembangan pos kesehatal dan polintles;

b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan

c. Pembinaal dal pengelolaan pendidikal anak usia dini.

(2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung.

a. Pembalgunan dan pemeliharaan jalan kampung;

b. Pembangunan dan pemeliharaal jalal usaha tani;

c. Pembargunan dan pemeliharaan embung kampung;

d. Pembangunan energi baru darr terbarukan;

e. Pembangunan darl pemeliharaan sanitasi lingkungal;

f. Pembangunan dan pengelolaar air bersih berskala
kampung;

g. Pembargunan da-n pemeliharaan irigasi Lersier;

h. Pembangunan dan pemeliharaan s( rta pengelolaan
saluran untuk budidaya perikanar; dan

i. Pengembangan saJana dan prasarala produksi di
kampung.

(3) Pegembangan Potensi Ekonomi Lokal.

a. Pendirian dan pengembangan BUM Kampung;

b. Pembalgunan dan pengelolaan pasar kampung dan kios
kampung;

c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung kampung;

d. Pembutan pupuk dan pakan orga.nik untuk pertanian
dan perikanan;

e. Pengembangan benih lokal;

f. Pengembangan ternak secara kolektif;

g. Pembangunan dan pengelolaan energi maidiri;

h. Pengelolaar padang gembala;

i. Pengembalgal kampung wisata;

j. Pengembalgal teknologi tepat guna pengelolaal hasil
pertalial dal perikalan.

(4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lirrgkungan Secara
Berkelanjutan.

a. Komoditas tambang mineral bukan logarn;

b. Komoditas tambang batuan;

c. Hutan rnilik karnpung;

d. Pengelolaan sampah.
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(5) Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dirrntaranya dapat

mencakup :

Peningkatan kualitas proses perencanaa I kampung;

Mendukung kegiatan ekonomi baik yar g dikembangkan
oleh BUM Kampung maupun oleh <elompok usaha

masyarakat kampung lainnya;

Pembentukan dan peningkatan kapasitas kadef
pemberdayaan masyarakat kamPung;

Pengorganisasian melalui pembentukan dan falisitasi
paralegat untuk memberikan bantuan hukum kepada
warga masyarakat kampung;

Penyelenggaraan promosi kesehatal dan gerakan hidup

bersih dan sehat;

Dukungan terhadap kegiatan kampung dan masyarakat
pengelolaan hutan kampung dan hutan Kemasyaralatan;

Dukungan terhadap kegratan kampung dan masyarakat
dalam Sosial Keagamaan; dan

h. Peningkatan kapasitas kelompok masyar akat melalui :

1 Kelompok usaha ekonomi produktif;

2 Kelompok peremPuan;

3 Kelompok tani;

4 Kelompok masyarakat miskin;

5 Kelompok pengrajin;

6 Kelompok pemerhati dan perlindung.rn anak;

7 Kelompok pemuda; dal

8 Kelompok lain sesuai kondisi kampu ng.

a.

b .

d .

e .

c .

f.

e-

Pasal 1O

Pengelolaan Keuangan Kampung dikelola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangal dalam masrl 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januaii sampai dengan tanggal 31
Desember.

BA'B III

PERTANGGI'NG.'AWABAN DAI{ PEIJI.PORAX

Bagia! Kesatu

PERTANGGUNG'AWAAAN

Pa8al 11

(1) Setiap Pengeluaran beLanja atas beban APII Kampung harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sa-h.

{2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat {1 harus m€ndapat
pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukli dimaksud.
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(3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APB
Kampung tidak dapat dilakukai sebelum rancangan Qanun
kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Qanun
Kampung.

(4) Bendahara Kampung sebagai wajib punguut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya.
ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
p€rundang-uodangan.

Baglu Kedur

PELIIFORAI{

Palal 12

{l) Pengulu dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat
menyampaikan Laporan Realisasi Perrggunaan Dana
Kampung Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Kanpung Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) drlakukan dengan
ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran berjalan;

b. Tahap lI paling lambat minggu keempat bulan September
tahun anggaran berjalan;

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan
paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun
arggaran berikutnya.

Pr.d 13

(l) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal
Pengulu tidak menyampaikar APB Kanrpung dar/atau
laporan realisasi penggunaan semester seb€lumnya.

(2) Penundaan sebagaimara ayat 1 dilakukan sampai dengarr
disampaikannya APB Kampung dan/atau laporan realisasi
penggunaan tahun alggaran sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Karrrpung dalam hal
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang nengakibatkan
SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Kampung yartg tidak wajar sebagaimana
dimal<sud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang
melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Kampung
yang diterima Kampung.

(5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak
mendapatkal persetujuan daji Bupati.

(6) Pengurangan Dana Kanpung dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangar c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

/
Keuangan.
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BAE IV

TIIETEITTUAI{ PEI{UTUP

Per.l 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanqtal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahk4n prengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapka! di Blargkej eron
Pada 4 Januari 20 16 M

Rabiul AVI€I f437 H

Diundangkan
Pada tanggal,

di Blangkej eren
5 Januari 2016 M
24 Rabiul Awal 1437 H

BENTA DAERAH KABWATEN GAYO L]cEjS TAHTTN 2016 NOMOR.,.2H
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o LAMPIRAI XEPUTL SAN IIAT'AT I GAYU LU]
NOMOR TAHUN 20I6
TANGGAL 4 JAXIJAR] 20 t6 M

TENTAI{G
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ruNCIAN DAT{A KAMPUNG

SE'TIAP KAMPUNG I{TIBUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2016

Aiot€51 Berda5arran Formul.
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